
 

WALI KOTA  TANJUNGPINANG 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG 

NOMOR 10 TAHUN  2023 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH   

TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA TANJUNGPINANG, 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan  

ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan 

Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan 

Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 menyebutkan bahwa 

Pemerintahan Daerah menganggarkan belanja untuk bagian DAU 

yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi PPPK, 

pendanaan Kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan 

bidang pekerjaan umum dalam APBD Tahun Anggaran 2023 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan  

dalam hal Daerah belum menganggarkan belanja untuk bagian 

DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dalam APBD Tahun Anggaran 2023, Kepala Daerah 

menganggarkan dalam perubahan penjabaran APBD Tahun 

Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

 b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka 

dapat dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit 

organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis 

belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek 

belanja; 

 



c.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pergeseran anggaran 

antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja 

dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran APBD; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali 

Kota Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat :   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan 

Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4112);  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan  

Lembaran  Negara Republik  Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 



dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

8.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6057); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 



15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang 

Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembahan Negara Republik 

Indonesia Nomor 6628);  

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri   

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018        

Nomor 157); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang 

Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana 

Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1148) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, 

Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334); 

 



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13    

Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia       

Tahun 2020 Nomor 288); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang 

Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan 

Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri   Nomor 26 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri   

Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan 

Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, 

dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);   

 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang 

Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 936); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 972); 

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang 

Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana 

Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1148) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, 



Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334); 

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang 

Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian 

Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun 

Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 1335); 

 

30. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2022 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 59); 

31. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2022 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang     

Tahun 2022 Nomor 62); 

32. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 40 Tahun 2022 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang 

Tahun 2022 Nomor 434);  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

WALI KOTA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2023. 

 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali kota Tanjungpinang Nomor 40 Tahun 

2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 406) diubah 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan      

ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13 

 

(1) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a 

direncanakan sebesar Rp182.940.686.034,00 (seratus delapan puluh dua 

miliar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu 



tiga puluh empat rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar 

Rp182.986.458.069,00 (seratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus 

delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam puluh 

sembilan rupiah).  

(2)  Belanja  tunjangan  keluarga  ASN  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12      

huruf b direncanakan sebesar Rp17.588.511.625,00 (tujuh belas miliar lima 

ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu enam ratus dua 

puluh lima rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar 

Rp17.597.093.421,00 (tujuh belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta 

sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah). 

(3)  Belanja  tunjangan  jabatan  ASN  sebagaimana   dimaksud   dalam  Pasal  12    

huruf c direncanakan sebesar Rp5.698.541.348,00 (lima miliar enam ratus 

sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus 

empat puluh delapan rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar 

Rp5.637.193.236,00 (lima miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus 

sembilan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah). 

(4)  Belanja    tunjangan  fungsional    ASN    sebagaimana   dimaksud   dalam        

Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp13.301.885.537,00 (tiga belas miliar 

tiga ratus satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga 

puluh tujuh rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar 

Rp13.351.457.537,00 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta empat 

ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah). 

(5)  Belanja  tunjangan  fungsional  umum  ASN sebagaimana dimaksud dalam   

Pasal 12 huruf e direncanakan sebesar Rp6.029.538.060,00 (enam miliar dua 

puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam puluh rupiah) 

dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp5.988.024.052,00 (lima miliar 

sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua puluh empat ribu lima puluh 

dua rupiah). 

(6)  Belanja  tunjangan  beras  ASN   sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 12        

huruf f direncanakan sebesar Rp11.771.363.093,00 (sebelas miliar tujuh ratus 

tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan puluh tiga 

rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp11.779.542.562,00 (sebelas 

miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu 

lima ratus enam puluh dua rupiah). 

 



(7)  Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 huruf g direncanakan sebesar Rp904.540.022,00 (sembilan ratus 

empat juta lima ratus empat puluh ribu dua puluh dua rupiah) dilakukan 

penyesuaian menjadi sebesar Rp895.296.842,00 (delapan ratus sembilan 

puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat 

puluh dua rupiah). 

(8)  Belanja  pembulatan  gaji  ASN  sebagaimana  dimaksud   dalam  Pasal 12         

huruf h direncanakan sebesar Rp56.953.270,00 (lima puluh enam juta 

sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah). 

(9)  Belanja  iuran  jaminan  kesehatan   ASN   sebagaimana   dimaksud  dalam       

Pasal 12 huruf i direncanakan sebesar Rp16.763.067.833,00 (enam belas 

miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus 

tiga puluh tiga rupiah). 

(10) Belanja  iuran  jaminan  kecelakaan  kerja  sebagaimana  dimaksud  dalam        

Pasal 12 huruf j direncanakan sebesar Rp436.772.088,00 (empat ratus tiga 

puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh delapan 

rupiah). 

(11) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

huruf k direncanakan sebesar Rp1.310.316.266,00 (satu miliar tiga ratus 

sepuluh juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus enam puluh enam rupiah). 

(12) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l direncanakan sebesar           

Rp1.028.525.697,00 (satu miliar dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh 

lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah). 

(2)  

2.  Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 23 

Uraian lebih lanjut tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 
 

 Pasal 24 

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan 

lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

 



Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan   Wali 

Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang. 

 

               Ditetapkan di Tanjungpinang 
                                                             pada tanggal 20 Februari 2023 

            WALI KOTA TANJUNGPINANG, 
 
                                 ttd 

 
                          RAHMA 
 

 
Diundangkan di Tanjungpinang 

pada tanggal 20 Februari 2023 
SEKRETARIS DAERAH, 
 

ttd  
 
ZULHIDAYAT 

 
BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN  2023 NOMOR 444 


